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ABSTRAK 

Pembangunan desa di Indonesia merupakan salah satu prioritas nasional. Diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa sebagai unit 

pemerintahan terkecil memiliki peran krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, 

partisipatif, dan mandiri. Dari UU Desa tersebut diterbitkanlah, Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan 

pemberdayaan masyarakat desa, dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan 

kebutuhan. Dengan adanya sistem pendampingan desa maka masyarakat desa bersama 

pemerintah desa diharapkan mampu memiliki kemampuan ,keterampilan dan sikap yang 

memadai dalam menjalankan pembangunan desa, demi kesejahteraan masyarakat desa yang 

sesuai dengan implementasi UU Desa. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

pertama, pelaksanaan tugas pendamping lokal desa (PLD) dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan di Nagari Sungai Liku. Kedua, faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan 

tugas PLD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sungai Liku. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan 

wawancara. Jenis data yang dianalislis dengan cara kualitatif dan data disajikan secara 

deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pelaksanaan tugas pendamping desa di 

Nagari Sungai Liku, Dalam  pelaksanaan nya belum maksimal. Hal ini dilihat dari beberapa 

program yang dilakukan PLD seperti fasilitasi dalam musyawarah pembangunan nagari, 

membentuk dan aktivasi lembaga-lembaga masyarakat, serta mengawal dan mengawasi 

setiap program pembanguna pemerintah nagari, yang masih sangat minim ke ikut sertaan 

pendamping dan masyarakat, hal ini disebabkan juga oleh kurangnya pengetahuan seorang 

PLD di bidang pendampingan, serta PLD juga tidak melaksanakan tugas nya sesuai dengan 

norma yang mengatur. Kedua, faktor-faktor yang menghambat tugas PLD dalam 

menyelenggarakan pemerintahan di Nagari Sungai Liku, pertama keterbatasan jumlah tenaga 

pendamping hanya berjumlah satu orang, sementara jangkauan wilayah kerja pendampingan 

di Kecamatan Ranah Pesisir sangat luas. Oleh karena itu, 1 pendang tidak efektif 

mendampingi 10 nagari untuk menjalankan program yang telah ditugaskan oleh undang-

undang. PLD juga mengalami kendala di masyarakat sehingga sulit berkolaborasi untuk 

mewujudkan desa mandiri sesuai dengan tujuan dari UU Desa, misalnya ketika PLD 

melakukan sosialisasi pada masyarakat masih ada saja yang tidak hadir. Menurut PLD dan 

BPD, hal ini terjadi karena masyarakat belum menyadari pentingnya bertanggung jawab 

terhadap pembangunan nagari. 
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